
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA  

BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 3 (2)  dan 
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan mengenai Tunjangan Kinerja Bagi 
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

b.  bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 
2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan 
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 
Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2797); 

3. Peraturan … 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 

Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari 
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 200); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 
tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan (Berita  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518); 

 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN… 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 83 
TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI 
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 
2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) 
diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 18 
 

Tunjangan Kinerja bagi:  

a. calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai jabatan yang akan 
diduduki; 

b. Pegawai yang: 
1. melaksanakan tugas dinas sesuai penugasan dibayarkan sebesar 

100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas 
jabatan yang diduduki;  

2. berasal dari instansi di luar Kementerian Kesehatan yang 
diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Kesehatan 
dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan 
Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki.  

3. melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau tugas belajar 
dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah 
Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan terakhir yang diduduki; 
 
 
 
 
 

2. Diantara … 
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2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A 
yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 26A 

 
Untuk Tahun 2014, Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Biro Umum 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. 

 
 

3. Ketentuan Nomor 104 sampai dengan Nomor 317 dalam Lampiran III 
huruf C dihapus. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.        
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Juli 2014 

MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 ttd 
        

      NAFSIAH MBOI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Juli 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 ttd 
 

AMIR SYAMSUDIN 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1025 
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